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MOTTO 

 

“Yesterday is a memory and a lesson, today is a reality and a hope for the future” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Petrus 5:7 berbunyi. “Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang 

memelihara kamu.” 
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ABSTRAK 

Praktik illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan Malaysia menjadi perhatian serius 

pemerintah Indonesia karena tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, tetapi juga 

menjadi pelanggaran terhadap kedaulatan negara serta berdampak pada kerusakan sumber 

daya kelautan. Pemerintah Indonesia menempuh langkah diplomasi maritim sebagai upaya 

preventif sekaligus menjaga stabilitas hubungan bilateral antara kedua negara. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis diplomasi maritim Indonesia dalam menanggulangi kasus 

illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan Malaysia. Metode penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumen, yang memanfaatkan konsep 

Diplomasi Maritim menurut Christian Le Miere, meliputi diplomasi maritim kooperatif, 

diplomasi maritim persuasif, dan diplomasi maritim koersif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa implementasi dari diplomasi maritim kooperatif tercermin melalui pelaksanaan 

review meeting terhadap MoU Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen of 

Malaysia and The Republic of Indonesia, sedangkan diplomasi maritim persuasif 

diwujudkan melalui pelaksanaan Patroli Terkoordinasi Malaysia-Indonesia (Patkor 

Malindo), dan bentuk diplomasi maritim koersif ditunjukkan melalui penenggelaman kapal 

ikan asing (KIA) ilegal yang tertangkap melakukan praktik illegal fishing di wilayah 

perairan Indonesia. 

Kata Kunci: Diplomasi Maritim, Indonesia, Illegal Fishing, Malaysia, Joko Widodo, 

Poros Maritim Dunia 
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ABSTRACT 

The practice of illegal fishing by Malaysian fishermen has become a serious concern for the 

Indonesian government, as it not only results in economic losses but also constitutes a 

violation of national sovereignty and contributes to the degradation of marine resources. In 

response, the Indonesian government has adopted maritime diplomacy as a preventive 

measure while also aiming to maintain the stability of bilateral relations between the two 

countries. This study aims to analyze Indonesia’s maritime diplomacy in addressing cases of 

illegal fishing committed by Malaysian fishermen. This research employs a descriptive 

qualitative method with data collection conducted through document analysis, using the 

concept of Maritime Diplomacy by Christian Le Miere, which encompasses cooperative 

maritime diplomacy, persuasive maritime diplomacy, and coercive maritime diplomacy. The 

findings of this study indicate that among the three forms of maritime diplomacy, the 

implementation of cooperative maritime diplomacy is reflected in the conduct of review 

meetings on the MoU Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen of Malaysia 

and The Republic of Indonesia; persuasive maritime diplomacy is realized through the 

implementation of the Coordinated Patrol between Malaysia and Indonesia (Patkor 

Malindo); and coercive maritime diplomacy is demonstrated through the sinking of illegal 

foreign fishing vessels (IFFVs) caught conducting illegal fishing activities within Indonesian 

waters. 

Keywords: Maritime Diplomacy, Indonesia, Illegal Fishing, Malaysia, Joko Widodo, 

Global Maritime Fulcrum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang sekaligus memiliki 

karakteristik sebagai negara maritim. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 

Republik Indonesia, luas wilayah perairan Indonesia mencapai 6,4 juta km2, antara lain 

terdiri dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 3 juta km2 dan luas landas kontinen 2,8 km2, 

dengan panjang garis pantai 108.000 km dan jumlah pulau lebih dari 17.500 (KKP, 2025). 

Letak geografis Indonesia yang diapit oleh dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, 

serta dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menjadikannya sebagai 

negara yang sangat strategis di kawasan Asia Pasifik (Harris, Sudiarso, & Sutanto, 2022). 

Dengan karakteristik tersebut, wilayah laut Indonesia tidak hanya memiliki fungsi sebagai 

jalur konektivitas nasional dan internasional, tetapi juga menyimpan potensi sumber daya 

alam laut yang luar biasa besar dan bernilai tinggi secara ekonomi. 

Gambar 1.1 Diagram Batang Produksi Perikanan Menurut Subsektor (Ribu Ton) 

2019-2024 
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Perikanan 

Budidaya 

15.425.62

4 
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4 

14.648.30

9 
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5 

17.182.0

11 

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 

Potensi kelautan Indonesia tercermin dari tingginya produksi sektor perikanan 

nasional. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi perikanan 

budidaya mengalami peningkatan signifikan dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, dengan 

capaian lebih dari 17 juta ton pada tahun 2024. Sementara itu, produksi perikanan tangkap 

juga stabil di atas 7 juta ton per tahun. Kombinasi dari kedua subsektor ini menjadikan 

Indonesia sebagai salah satu negara produsen hasil perikanan terbesar di dunia. Bahkan, 

Indonesia tercatat sebagai negara pengekspor bersih dalam sektor ini, dengan angka ekspor 

yang secara konsisten berada jauh di atas angka impor. Pada tahun 2024, ekspor hasil 

perikanan Indonesia meningkat lebih dari 200 ribu ton dibanding tahun sebelumnya, 

menunjukkan betapa besar kontribusi sektor ini terhadap devisa negara. 

Gambar 1.2 Diagram Batang Ekspor-Impor Perikanan Indonesia Tahun 2019-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025 
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dari 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies terumbu karang. Luas 

terumbu karang Indonesia diperkirakan mencapai 51.000 kilometer persegi, menjadikannya 

sebagai kawasan terumbu karang terbesar dan terkaya di dunia (KKP, 2024). 
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Keanekaragaman hayati ini tidak hanya menjadi sumber pangan dan penghidupan bagi 

jutaan masyarakat pesisir, tetapi juga merupakan kekayaan ekologi yang bernilai strategis 

dalam konteks ketahanan pangan dan konservasi global. 

Sebagai negara dengan potensi sumber daya alam laut yang besar, Indonesia juga 

menghadapi berbagai ancaman serius yang mengancam kedaulatan dan keberlanjutan 

sumber daya kelautan. Salah satu ancaman yang paling nyata adalah praktik illegal fishing. 

Illegal fishing di definisikan sebagai penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal nelayan 

dari negara lain yang memasuki wilayah yurisdiksi laut suatu negara tanpa izin dan melawan 

hukum negara tersebut (Djumala, 2021). Illegal fishing termasuk dalam kejahatan 

transnasional dengan kerugian besar (Leonardo & Deeb, 2022).  

Illegal fishing memberikan dampak yang sangat serius terhadap kedaulatan 

Indonesia, baik dari aspek ekonomi, hukum, sosial, hingga pertahanan dan keamanan. 

Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), praktik illegal fishing di Indonesia 

menyebabkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp30 triliun per tahun, atau 

sekitar 25% dari total potensi perikanan nasional yang mencapai 1,6 juta ton per tahun 

(Maulana, 2009). Tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, illegal fishing juga merusak 

keberlanjutan lingkungan laut. Praktik penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap 

yang merusak, seperti pukat harimau (trawl), telah mengancam ekosistem laut Indonesia. 

Alat ini tidak hanya menangkap ikan dewasa tetapi juga anakan ikan dan spesies non-target, 

serta merusak terumbu karang yang menjadi habitat penting bagi berbagai biota laut. 

Kerusakan lingkungan ini mengancam kelestarian sumber daya ikan dan secara jangka 

panjang dapat memusnahkan kekayaan hayati laut Indonesia. Dari sisi hukum dan 

kedaulatan, praktik illegal fishing jelas merupakan ancaman terhadap integritas teritorial 

negara. Kapal-kapal asing yang masuk tanpa izin ke wilayah laut Indonesia merupakan 

pelanggaran terhadap kedaulatan yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional. 
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Berdasarkan Deklarasi Djuanda 1957, yang diperkuat oleh United Nations Convention on 

the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki hak penuh untuk mengelola dan 

mengawasi wilayah perairannya, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Bendar, 2015).  

Salah satu wilayah perairan Indonesia yang sangat rentan terhadap praktik illegal 

fishing adalah wilayah perairan Selat Malaka. Selat Malaka merupakan salah satu jalur 

pelayaran internasional paling penting dan tersibuk di dunia, dengan panjang sekitar 800 km, 

lebar sekitar 65 km, dan kedalaman mencapai 22,5 meter (Fathun, 2019). Letaknya yang 

strategis di antara Pulau Sumatera (Indonesia) dan Semenanjung Malaka (Malaysia) 

menjadikannya sebagai penghubung utama antara Samudera Hindia di wilayah barat Asia 

dan Samudera Pasifik di Kawasan Asia Timur (Kawengian, 2017). Diperkirakan sekitar 

60.000 kapal melintasi Selat Malaka setiap tahunnya, mengangkut hampir sepertiga dari total 

perdagangan komoditas dunia (Kuppuswamy, 2004).  

Secara geografis, salah satu negara tetangga yang berlokasi paling dekat dengan Selat 

Malaka adalah Malaysia. Negara bagian di Malaysia yang berbatasan langsung dengan Selat 

Malaka adalah Kedah, Perlis, Melaka, Johor, Selangor, Negeri Sembilan, Perak, yang 

keseluruhan dari negara bagian ini terletak di Semenanjung Malaysia. Kedekatan geografis 

Malaysia dengan perairan Selat Malaka menciptakan peluang mobilitas tinggi bagi nelayan 

Malaysia untuk memasuki perairan yang diklaim Indonesia. Kondisi ini secara tidak 

langsung meningkatkan potensi terjadinya praktik illegal fishing, baik karena pelintasan 

batas wilayah tanpa izin maupun akibat ketidaktahuan terhadap batas maritim yang telah 

disepakati. 

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 

kapal ikan asing (KIA) yang terlibat dalam praktik illegal fishing di perairan Indonesia tahun 

2019-2024 didominasi oleh tiga negara, yaitu Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Ketiga 
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negara tersebut secara konsisten menempati posisi teratas sebagai pelaku utama illegal 

fishing, dengan total 226 kapal yang tercatat. 

Tabel 1.1 Jumlah Kapal Pelaku Illegal Fishing Tahun 2019-2024 

No Negara 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah 

1. Vietnam 49 

Kapal 

23 

kapal 

25 

kapal 

7 

kapal 

1 

kapal 

1 

kapal 

106 kapal 

2. Malaysia 16 

kapal 

17 

kapal 

22 

kapal 

9 

kapal 

8 

kapal 

17 

kapal 

89 kapal 

3. Filipina 1 

kapal 

12 

kapal 

6 

kapal 

2 

kapal 

7 

kapal 

3 

kapal 

31 kapal 

Total 226 Kapal 

Sumber: Laporan Kinerja KKP Tahun 2019-2022, Laporan Tahunan KKP 2023, dan Website KKP (Diolah 

penulis) 

 

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1.1, Vietnam tercatat sebagai negara 

dengan jumlah kapal pelaku illegal fishing terbanyak di perairan Indonesia selama periode 

2019-2024, dengan total 106 kapal. Posisi berikutnya ditempati oleh Malaysia dengan 89 

kapal, dan Filipina dengan 31 kapal. Meskipun Vietnam menjadi negara dengan jumlah 

pelanggaran terbanyak, tren kehadiran kapal ikan ilegal asal negara tersebut menunjukkan 

penurunan secara bertahap dari tahun ke tahun. Sementara itu, Malaysia sebagai negara 

pelaku illegal fishing terbanyak kedua menunjukkan pola yang lebih fluktuaktif. Pada tahun 

2019, jumlah kapal asal Malaysia yang ditangkap sebanyak 16 kapal, meningkat menjadi 17 

kapal pada 2020, dan kembali naik menjadi 22 kapal pada 2021. Namun, angka tersebut 

menurun signifikan pada 2022 menjadi 9 kapal, dan turun lagi menjadi 8 kapal pada 2023. 

Menariknya, pada tahun 2024 jumlah tersebut kembali meningkat menjadi 17 kapal. Pola ini 

menunjukkan bahwa meskipun Vietnam secara keseluruhan mendominasi jumlah 

pelanggaran, Malaysia justru menampilkan dinamika yang lebih fluktuatif selama lima tahun 

terakhir.  
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Sebagai respon terhadap maraknya praktik illegal fishing yang dilakukan oleh KIA 

Malaysia, Pemerintah Indonesia menempuh langkah diplomasi maritim sebagai upaya 

preventif sekaligus sebagai sarana untuk menjaga stabilitas hubungan bilateral antara kedua 

negara. Pendekatan diplomatik ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan kedaulatan dan 

hukum di wilayah perairan nasional, tetapi juga sejalan dengan visi besar Indonesia sebagai 

Poros Maritim Dunia, sebagaimana dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato 

kenegaraan pada 20 Oktober 2014 (Setkab RI, 2019). Berdasarkan Peraturan Presiden 16 

Taun 2017, Pasal 1 (2) disebutkan: Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk 

menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu 

memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai 

dengan kepentingan nasional. Visi Poros Maritim Dunia tersebut menunjukkan komitmen 

Indonesia untuk memperkuat peran dan kedaulatannya di wilayah maritim, sekaligus 

menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan dan berdaulat. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti diplomasi maritim 

yang dilakukan oleh negara Indonesia sebagai upaya untuk menanggulangi praktik illegal 

fishing terhadap nelayan Malaysia tahun 2019-2024.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan 

masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yakni “Bagaimana Diplomasi Maritim 

Indonesia dalam Menanggulangi Kasus Illegal Fishing terhadap Nelayan Malaysia 

Tahun 2019-2024”. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan bagaimana diplomasi maritim Indonesia dalam 

menanggulangi kasus illegal fishing terhadap nelayan Malaysia tahun 2019-2024. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan akan pengetahuan 

akademik, dan diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran terhadap pengetahuan bagi para 

pembaca. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap 

mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional, serta dapat dijadikan bahan pembelajaran 

dan referensi kajian bagi mahasiswa Hubungan Internasional yang terkait dengan 

diplomasi maritim negara Indonesia khususnya dalam menanggulangi kasus illegal 

fishing terhadap nelayan Malaysia pada tahun 2019-2024. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan 

dalam menyusun strategi yang efektif guna menanggulangi kasus illegal fishing serta 

dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian lanjutan di bidang terkait. 
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